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Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019) 

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024

(Senayan, 20 Oktober 2019)

Perpres Stranas 

mengandung 

semangat 

kolaborasi 

jangan lagi ego 

sektoral dalam 

pencegahan 

korupsi

1
Strategi Nasional 

ini tidak boleh 

hanya jadi 

dokumen, 

laksanakan segera. 

Rakyat ingin 

Indonesia segera 

bebas dari korupsi

2
“Tugas kita itu 

menjamin delivered, 

bukan hanya 

menjamin sent”

“Program harus

dijalankan, dan 

masyarakat

menerima manfaat”

5 Arah Pemerintah 2019-2024

1) Pembangunan SDM 

2) Pembangunan infrastruktur 

3) Penyederhanaan Regulasi

4) Penyederhanaan birokrasi, dan

5) Transformasi ekonomi
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1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3.   Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.  Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial



Integritas

Korupsi

Sumber : Bahan diskusi KPK :2012

Integritas
(Kesatuan atau keselarasan antara pikira

n, kata, perbuatan dan hati nurani )
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2004 - 2019

Es.I/II/III

203

Swasta

258

DPR/DPRD

255
Walkot/ 
Bupati & 
Wakilnya

108

Lainnya

114
Menteri/ 

Kepala K/L

27

Hakim

22

Gubernur

20

Pengacara

11

Komisioner

7

Jaksa

7

Dubes

4

Korporasi

6

Polisi

2

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019
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Strategi Nasional
Pencegahan dan Pember

antasan Korupsi
Jangka Panjang 2012 – 2
025 dan Jangka Meneng

ah 2012 – 2014

PERPRES 
55/2012

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  (Stranas PK) adalah arah kebijak
an nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi ya
ng digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah d
an pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan 
Korupsi (Aksi PK) di 
Indonesia.

Presiden Republik In
donesia

Top eselon dari 
5 Kementerian Lembaga

Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L, 
Tim Administrasi

Koordinator Tim Nasional

Sekretariat Nasional

Tim Nasional
koordinasi, 

sinkronisasi, evaluasi

Kegiatan harian, 
fasilitasi, monitoring, o
utput dan outcome del

ivery

FOKUS STRANAS PK:
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Perizinan dan Tata 

Niaga

Keuangan Negara

Penegakan Hukum & 

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan

Perkebunan

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian

Bantuan Sosial dan Subsidi

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

1

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

2

3

4

6

7

9

5

8

10

11

Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020

13



ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2020

MAJU

RPJPN
RPJMN

PROGRAM NASIONAL 2019-2024

10

/ LE APPROACH

ENVIRONMENTAL INPUT

.KULTURAL .KURANG SINERGI
.GAKKUM        .KETERBATASAN SDM

.GONE TEORI

2



f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana 

Korupsi

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas 

melaksanakan pelayanan publik

c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana 

Korupsi; dan

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
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“Korupsi timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. untuk me
mberantasnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk
KPK itulah yang diperlakukan kedepannya “ 

“ Pemberantasan Korupsi Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh d

engan

INTEGRITAS KEPEMIMPINANINTEGRITAS KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7



Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar
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JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2019

PENYUAPAN
6 0 2  P e r k a r a

PENGADAAN 

BARANG & JASA
1 9 5  P e r k a r a

65%

21%

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

TPPU

PUNGUTAN/PEMERASAN

PERIZINAN

MERINTANGI PROSES KPK

5%

3%

3%

2%

1%

47 Perkara

31 Perkara

25 Perkara

23 Perkara

10 Perkara

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019
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25 dari 34 PROVINSI
Terjadi Kasus K RUPSI

2004 - 2019
yang ditangani KPK

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019
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1.Perencanaan APBD: 
• Pembagian dan pengaturan “jatah

proyek” APBD dan Ijon proyek

• Meminta/menerima hadiah/          
sesuatu pada proses perencanaan
APBD

2. Penganggaran APBD:
• Pembahasan dan pengesahan

RAPBD → “Uang Ketok”

• Dana aspirasi

• Pokir yang tidak sah

4. Perizinan

5. Pembahasan & Pengesahan
Regulasi

6. Pengelolaan pendapatan
daerah

7. Rekrutmen, promosi, mutasi,      
dan rotasi Kepegawaian

8. Pelayanan publik

9. Proses penegakan hukum

TITIK RAWAN KORUPSI

di PEMDA

3. Pelaksanaan APBD: 
PBJ →mark-up, 
penurunan spek/kualitas, dan
pemotongan oleh bendahara

Kesimpulan: Hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi (mayor) di Pemda adalah mahalnya biaya

politik (eksekutif dan legislatif) 13
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PROGRAM REGULER PROGRAM 
TEMATIK

1. Perencanaan & Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Kapabilitas APIP

5. Manajemen ASN

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

7. Manajemen Aset Daerah

8. Tata Kelola Dana Desa

1. Penin gkatan Pajak Daerah

2. Penyelamatan Aset Daerah

3. Sumberdaya Alam

4. Pendidikan

5. Kesehatan

TUJUAN UTAMA:

PENYELAMATAN 
KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH
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Perencanaan 
dan 

Penganggaran

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa

Kapabilitas 
APIP

Manajemen 
SDM

Dana Desa
Optimalisasi
Pendapatan

Daerah

Manajemen
BMD

• Alokasi tidak 
fokus pada 
kepentingan 
publik

• Hibah dan 
Bansos yang 
tidak tepat

• Intervensi 
pihak 
luar/dalam

• e-planning dan 
e-budgeting 
yang 
terintegrasi

• Program dan 
Kegiatan RKPD, 
Renja SKPD 
mengacu pada 
RPJMD

• Standar Satuan 
Harga (SSH) dan 
Analisis Standar 
Biaya (ASB)

• Pelimpahan 
100% 
kewenangan

• Informasi 
perizinan 
(online & 
offline)

• Aplikasi 
perizinan

• Ketersediaan 
aturan

• Rekomendasi 
Teknis

• Penyuapan/ 
Pemerasan/ 
Gratifikasi

• Pelayanan 
yang kurang

• Perizinan tidak 
transparan

• Lemahnya 
pengendalian

• Organisasi 
ULP yang 
mandiri

• Pokja 
Permanen

• 100% 
Pengadaan 
Belanja 
Modal via 
ULP

• E-Katalog

• Kecukupan 
jumlah & 
kualitas APIP

• Kelembagaan 
APIP 

• Kecukupan 
anggaran 
pengawasan

• Melaksanaka
n workshop 
APIP

• Perbaikan 
Manajemen 
APIP

• ANJAB, 
ABK, 
EVAJAB

• Implementa
si 
Tunjangan 
Penghasilan 
Pegawai

• Proses yang 
tidak 
transparan

• Mark up 
harga

• Pemecahan 
proyek

• Pelaksana 
tidak 
independen

• Spesifikasi 
yang 
berbeda

• Kurangnya 
jumlah dan 
kualitas 
APIP

• APIP yang 
tidak 
independen

• Anggaran 
pengawasan 
belum 
memadai

• Lemahnya 
manajemen 
SDM

• Penghasila
n PNS 
belum 
memadai

• Publikasi
APBDes

• Implementa
si
SISKEUDES

• Pengawasa
n Dana Desa

• Penggunaan
Dana Desa
tidak
transparan

• Penyalahgu
naan Dana 
Desa

• Database 
Wajib Pajak
tidak
handal

• Belum ada
inovasi
peningkata
n PAD

• Kurang
tergalinya
potensi PAD

• Tersedianya
database 
WP

• Tax 
Clearance

• Inovasi
Peningkata
n PAD

• Database 
BMD yang 
handal

• Pengamana
n, 
Pemanfaata
n, 
Pemindahta
nganan
BMD

• Aset tidak
dikelola
dengan baik

• Potensi
BMD 
dikuasai
pihak ketiga
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Terdokumentasi RPJMD dalam apli
kasi e-planning
Kesesuaian program dan kegiatan
dengan RPJMD

3. Terdokumentasinya RPJMD

Musrenbang, Pokir, Forum OPD
diinput dalam e-planning

2. Terdokumentasinya Pokir, 
Musrenbang, Forum OPD

Tersedianya aplikasi e-planning dan sudah
digunakan

1. Tersedianya Aplikasi Perencanaan APBD
Tersedia Standar Satuan Harga dan diimplementasikan
dalam e-budgeting

4.  Standar Satuan Harga

Penyerahan & Pengesahan APBD
tepat waktu dan Publikasi APBD

6. Penganggaran APBD

Aplikasi e-planning dan e-budgeting
yang terintegrasi

7. Integrasi Perencanaan
& Penganggaran APBD

Tersedianya Analisis Standar Biaya dan
diimplementasikan dalam e-planning

5. Analisis Standar Biaya
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Komitmen
Pimpinan Daerah

Perbaikan Sistem 
dan Tata Kelola

Penguatan SDM
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PUSAT

DAERAH

• Komitmen dari Pemerintah Pusat/tidak tumpang tindih aturan
• Sinkronisasi aturan di Pusat, seperti pelaksanaan PP 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Permendagri No 86        
Tahun 2017 tentang Perencanaan , Permendagri No 90 Tahun 2019     
tentang  Klasifikasi /Nomenklatur Perencanaan Pembangunan      
dan Keuangan Daerah,  atau Surat Edaran turunannya

• Jangan sampai membuat kebingungan para pelaksana di Daerah

❑ Komitmen Kepala Daerah 
❑ Transparansi dalam sistem pengelolaan keuang

an daerah baik tahap perencanaan, pelaksanaa
n maupun pelaporan
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TAHUN 2018
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TAHUN 2019
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Kontak Kami!
Gedung Merah Putih KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta Selatan - 12950

KomisiPemberantasanKorupsi @KPK_RI

informasi@kpk.go.id (021) 2557 8498



Terima Kasih




